
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 328/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAITUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEM:ERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROGRANI PENDIDIKAN

STRATA SATU PROGRAL[STUDI SISTEMiINFORIⅥ [ASI

PADA FAKULTAS ILIMU KOMiPUTER

UNIVERSITAS DHAR]Ⅵ [A AUB SURAKARTA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Ltlenimbang a.  bahヽ″a berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 12

Tahun 1961 tentang Pelmberian Tugas Belajar dan

Surat Edaran IⅥ enteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan ReforinasiIBirokrasi Norrlor 28 Tahun 202 1 tentang

Pengelmbangan Kolnpetensi Bagi Pegalwai Negeri Sipil

Melalui Jalur Pendidikan, maka perlu menuttuk

Pegalwai Negeri Sipil untuk inengikuti pendidikan;

b.  bahヽ″a  berdasarkan  pertilnbangan  scbagailnana

dirnaksud dalarrl huruf a,perlu inenetapkan Keputusan

Bupati tentang Penunjukan PegaWai TugaS Belaiar di

Lingkungan Pernerintah iDaerah iKabupaten iKepulauan

Sangihe Progranl Pendidikan Strata Satu Prograrn

Studi Sistenl lnforェ nasi pada Fakultas 1lrnu Kon■ puter

Universitas Dharina AUB Surakarta;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 18221; < t
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2023 Nomor L4l, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Perrrerintah Nomor 59 Tahun 2AL4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Takt:un 2A2O tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6a77);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahr:un 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A2L Nomor 2O2,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nornor 67 Lill; < \
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Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 1961 tentang

Pernberian Tugas Belajar {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22751;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun

2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A2L tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia

Talrun 2022 Nomor 3Ba);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : Yulianti Sandra Darenoh, A.Md.Kom

Nip : 198507a4 2A1001 2 008

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, Ul/b
Jabatan : Staf Pelaksana

Unit Kerja : Bagian Persidangan Perundang-

Undangan dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Dewair Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe

Sebagai Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan

Strata Satu Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas

Ilmu Komputer Universitas Dharma AUB Surakarta.

Pegawai Tugas Belajar sebagaimana diktum KESATU

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan

diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-

entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi _ ^

d,ibidangkepegawaian; 
J a " R\

Menetapkan

KESATU

KEDUA



-4-

C・ InStanSi  pelnerintah  inelalui  unit  kCla  yang

menyclcnggarakan fl■ ngsi di bidang kcpegaマvaiarl

rllenyelenggarakan 
“
e―C几17υ .ρrOgrα″l bagi PNS yang

telah nlel可 alani tugaS bel巧 ar;

do PNS scbagairnana dirnaksud pada huruf b diberikan

jabatan  sebagai  pelaksana  dan  inendapatkan

penghasilan sesuai dengan jabatannya;

e. PNS yang tclah rnenyelesaikan tugas belaiar dapat

inengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan

ketentuan perundang―undangan;dan

i PNS yang rrlengusulkan peningkatan pendidikan

sebagailnana dirnaksud pada huruf e, tidak berhak

l■lenuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali

terdapat forrnasi.

2.Kewttiban:

ao PNS  wajib  nlenandatangani  pettanJian  terkait

pelnberian tugaS belaiar Sebelunl rnelakSanakan

tugas belaar;

bo Pe巧 anjian terkait pernberian tugaS belajar paling

sedikit rneinuat:

1)SuЧek petta■ ian;

2)kesepakatan para pihak:dan

3)o衛 ek yang dipettarliikan, antara lain na]ma

perguruan tinggi, prograrll studi dan akreditasi

prOgranl Studi, jangka .Waktu (rnaSa) tugaS

belajar,  hak  dan  kelWaliban  para pihak,

kOnSekuCnSi ataS pelanggaran keWaliban,keadaan

kahar 6Fと )´ce r■ (均「θuり,dan penyelesaian sengketa.

c. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran

kCWaliban Sebagairnana diII・ akSud pada huruf b

angka  3),  disusun  dengan  inempertiinbangkan

surnber pendanaan dan kedudukan PNS;

do PNS yang telah selesai mettalani tugas bel司 ar wttib

肛LelapOr kepada PPK paling lal■ a15(lima belas)hari

kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; くら
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e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib

melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu-) kali masa.

pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani

tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari
jabatannya;

f. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak
dipekenankan mengajukan pengunduran diri sebagai

PNS;

g. Ikatari diiias sebagaimana dimaksud pada hunif e

dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain

sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur
masing-masing PPK atas persetujuan Menteri; dan

h. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:

1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

2. mencapai batas usia pensiuir; atau

3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Jangka waktu tugas belajar selama 2 (Dua) tahun.

KEEIⅥIPAT Biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan sepenuhnya

dengan biaya mandiri.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ズ ち

D)itetapkan di Tahuna

pada tanggal12 Desember  2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MIC THUNGARI


